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ABSTRAK

Rian Hidayat. 2020203874234054. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (STUDI KASUS PLN UP3 KECAMATAN
UJUNG KOTA PAREPARE), (dibimbing oleh Bapak Muhammad Ali Rusdi dan
Bapak Muhammad Satar).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan
penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan
menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.

Hasil ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1)Membahas tentang sejarah singkat
perusahaan kantor PT.PLN (Persero) untuk mengetahui prosedur pemotongan
dalampengisian listrik prabayar(2)untuk mengetahui perlindungan hukum bagi
konsumen pengguna jasa Listrik prabayar (3)untuk mengetahui tinjauan hukum islam
mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur pemotongan pengisian listrik
prabayar dengan cara, 100.000 (pulsa) — pajak penerangan jalan (PPJ) dengan TDL
(Tarif Dasar Listrik).

Terkait perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (Persero) sebagai
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum
bagi konsumen, peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang
terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik negara (Persero).

Tinjauan Hukum Islam Mengenai pemotongan Pengisian Listrik Prabayar dapat
dikatakan dengan ketidakjelasan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak
penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek
ketidakjelasandalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli
gharar

Kata Kunci : Hukum Islam, Pemotongan, Pengisian,Listrik Prabayar
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TRANSLITERASI ARAB

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkandengan huruf dan
sebagiandilambangkandengantanda,dansebagianlainlagidilambangkanden
gan huruf dantanda.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Alif Tidak Dilambangkan [idak Dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa § (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
& Kha Kh ka dan ha
g Dal D De
3 Zal Z t (dengan titik diatas
J Ra R Er
3 Zai z Zet
" Sin S Es
G Syin Sy es dan ye

Xiv



ol Sad S es (dengan titik
dibawah)
ol Dad d de (dengan titik
dibawah)
h Ta t te (dengan titik
dibawah)
35} Za z zet (dengan titik
dibawah)
& Ain : pma Terbalik (diatas)
£ Gain G Ge
o Fa F Ef
é Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
) Nun N En
K] Waw W We
A Ha H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
] Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(").
a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

XV



tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah A A
) Kasrah I I
f dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama

i fathah dan ya’ Ai adani

ed fathah dan wau Au adanu
Contoh :
s Kaifa
Js : Haula

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinyaberupa huruf dan tanda yaitu:

XVi



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
TR fathah dan alif ya’’ A adani
o _ i dan garis di
Kasrah dan ya’’ I
atas
) ) u dan garis di
Dammah dan wau U
atas
Contoh:
<ok Mata
> . Rama
Jé :qgila

Sigars yamittu

c. Ta marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta ada dua:

Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah (t).

Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua
kata itu terpisah, maka ta marbuta itu ditransliterasikan dengan

ha (h).
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Contoh:
8’y raudah al-jannah atau raudatul jannah

L)« Al-madinah al-fadilah atau al-madinahtul fadilah
A& : Al-hikmah

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (:), dalam transliterasinya dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
U, : rabbana
UAS : najjaina
&1 Al-hagq
=2 Al-hajj
e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf ¥ (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini,
kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika itu diikuti
oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:

XViil



el 1 Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
AT Al-zalzalah
4.0 ; Al-falsafah
S : Al-biladu
f. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila

hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam

tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:

055G Ta’ murina

¢l : Al-nau’

¢~ 1 Syai’un

&l umirtu

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan
bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa
Indonesia.
Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tawin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus

XiX



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Listrik merupakan sumber daya energi yang dikonfensi dari bentuk
energiprime melalui teknologi. Sejalan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, listrikpun berkembang menjadi kebutuhan
primer. Hal ini tidak dapat dipungkiri, ketergantungan masyarakat masa
Kini terhadap penggunaan listrik memang sangat tinggi.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu sektor pelayanan
publik yang saat sekarang ini mendapat banyak sorotan dan keluhan dari
masyarakat termasuk sebagai perusahaan yang sekaligus. Pengembangan
sektor ketenagalistrikan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat
penting untuk mencapai tujuan kebijaksanaan energi Nasional dalam
hubungannya dengan pembangunan sektor industri. Dengan demikian
kebijaksanaan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan harus searah
dengan kebijakan energi Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan : pertama,
menyediakan energi secara berkesinambungan dalam jumlah yang cukup
untuk keperluan masyarakat dengan harga terjangkau dan tingkat
keandalan yang memadali untuk mendorong
pertumbuhanekonomiNasionaldanmeningkatkantarafhidupmasyarakat. Ke
dua, minyak bumi dan gas alam diutamakan sebagai komoditi ekspor
untuk
menghasilkandevisabagikelanjutanpembangunanNasional. Dalamhubunga
nnya dengan kebijaksanaan energi Nasional, rencana pemgembangan
sektor ketenagalistrikan harus mempertimbangkan usaha-usaha yang telah
diterapkan untuk mencapai kebijakan tersebut, yaitu:

1. Intensifikasi yaitu meningkatkan survei dan eksplorasi sumber daya

energi yang terdapat di Indonesia



2. Difersifikasi yaitu secara strategis mengurangi ketergantungan pada

satu sumber daya energi

3. Konservasiyaitumenggunakanenergisehematdanefisien mungkin®

Layanan listrik diberikan olen PT. PLN (Persero) adalah listrik
prabayar dan listrik pascabayar. Listrik pascabayar adalah tarif tenaga
listrik yang dibayarkan setelah pemakain tenaga listrik oleh konsumen.
Sedangkan listrik prabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan
sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Pelayanan jasa yang
beragam yang diberikan oleh pihak PT. PLN (persero) telah memberikan
peluang kepada konsumen untuk memilih pelayanan yang mana yang
diinginkan dengan pilihan jenis dan kualitas jasa yang sesuai kebutuhan
(pascabayar atau prabayar).

Pemasangan listrik baru untuk pelanggan prabayar terlebih dahulu
harus menanda tangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Surat
perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan suatu surat perjanjian yang
berisi klausa-klausa bakuyang ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN
(Persero) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian (pihak pertama dan pihak kedua yang mengikatkan diri dalam
perjanjian tersebut). Didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, bagi
pemasangan baru maupun bagi pelanggan yang berpindah dari pascabayar
ke prabayar, pada prinsipnya sama, yaitu berisikan klausa-klausa baku
yang ditetapkan PT. PLN (perseo). Perjanjian baku adalah perjanjian suatu
perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana salah satu pihak
menstandarkan klausa-klausa kepada pihak lain yang tidak mempunyai
kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan

kecuali

'Suharni“Efektivitas Pelayanan PT.PLN Di Kota Palopo”(STAIN Palopo, 2019).2.



menerimanya.ListrikprabayarmerupakanlayananbarudariP LNuntukpelang

gan dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar.

Dengan listrik prabayar, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan

konsumsi listrik, disamping itu pelanggan tidak perlu berurusan dengan

pencatatan meter setiap
bulan,dantidakperluterikatdenganjadwalpembayaranlistrikbulanan.Persedi
aan KWh dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan
keinginan pelanggan.?

a. PeraturanmenteriESDMTentangPelanayanMutuDanBiaya
Beberapaketentuan  dalam  peraturan  Menteri  Energi  dan
SumberDayaMineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu
pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) Diubah sebagai berikut:

1. KetentuanangkalOpasalldiubahdandi antara
angka2dan3disisipkan2 (dua) angka yakni angka 2a dan angka 2b
sehingga pasal 1 berbunyisebagai berikut:

Pasall
DalamperaturanMenteri iniyangdimaksuddengan:
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya
disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara
yang didirikan berdasarkan peraturan pemrintah nomor 23
tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum
(Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan (Persero)

2) Konsumen adalah setiap prang atau badan yang membeli tenaga

“Surianti Asriadi,‘Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah
Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)’ (STAIN Parepare, 2019).



listrik dari PT PLN (Persero).

2a. Lama Gangguan adalah akumulasi lama gangguan padam yang
dialami oleh konsumen yang dihitung sejak PT PLN (Persero)
memperoleh informasi terjadinya gangguan, baik informasi
yang berasal dari Suprvisory Control andData Acquisition
(SCADA) maupun informasi dari konsumen, sampai dengan

tenaga listrik menyala.

2b. Kompensasi mutu pelayanan tenaga listrik yang selanjutnya
disebut kompensasi adalah penggantian berupa pengurangan
tagihan listrik akibat realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
yang ditetapkan.

3) Tarif Tenaga Listrik Reguler adalah tarif tenaga listrik
disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan setelah

pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

4) Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik
disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan sebelum
pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

5) Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar Konsumen
untuk memperoleh  penyambungan tenaga listrik atau

penambahan daya

6) Jaminan Langganan Tenaga Listrik adalah jaminan berupa uang
atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional
atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi

Konsumen.

7) Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional

dan profesional berdasarkan alat pembatas atau Kemampuan



Hantar Arus (KHA)suatu penghantar yangdipergunakanoleh
pemakai tenagalistrik
yangkedapatanpadawaktudilaksanakanPenertibanPemakaianTe
naga Listrik.

8) Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PT
PLN(Persero) dengan Konsumen yang dituangkan dalam
perjanjian jual beli tenaga listrik.

9) Biaya Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disebut Biaya
SLO adalah biaya yang dikeluarkan oleh Konsumen dalam
pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

10) Menteriadalahmenteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintah

andi bidang energi dan sumber daya mineral.

11) Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan

kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

2. Ketentuanayat(4)Pasal4diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal4
(1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk
indikator
kecepatanpelayanansambunganbaruteganganrendahsebagai
mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilaksanakan dalam

jangka waktu paling lama:

a. 5(lima)harikerjatanpaperluasan jaringan;
b. 15(limabelas)harikerjadengan perluasanjaringan; dan
c. 25(duapuluhlima) hari kerjadengan penambahan trafo.

(2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

1)



termasukpelaksanaansertifikasiinstalasipemanfaatantenagal
istrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya
Sertifikat Laik Operasi.

(3) Dalamkondisitertentu,ketentuanjangkawaktusebagai

mana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

(4) Kondisitertentusebagaimanadimaksud pada ayat(3)meliputi:
a. Kondisigeografis;dan/atau
b. Kondisijaringaneksisting

3. KetentuanPasal5diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal5

(1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
sebagaimana
dimaksuddalamPasal3ayat(1)ditetapkanolehMenterimela
lui DirekturJenderalpadasetiapawaltahundengan

memperhatikan usulan PT PLN (Persero).

(2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu
pelayanantenagalistriksebagaimanadimaksudpadaayat(1)pa
ling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
ditetapkan.

4. KetentuanPasal6diubah sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal6
(1) PTPLN(Persero)wajibmemberikanKompensasikepadaKonsu
men dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu
pelayanan:
a. Lama gangguan
b. Jumlahgangguan

c. Kecepatanpelayananperubahandayateganganrendah



d. KesalahanpembacaankWhmeter
e. Waktukoreksikesalahanrekeningdan/
f. Kecepatanpelayanansambunganbaruteganganrendah
(2) Apabila dalam bulan yang sama terdapat lebih dari 1 (satu)
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
realisasi tingkat mutu
pelayanantenagalistrikdiatasbesaranyangditetapkan, Kompen
sasi hanya diberikan untuk salah satu indikator dengan

jumlah Kompensasi yang paling besar.

(3) Kompensasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)danaya
t(2) diberikan kepada seluruh Konsumen yang

terdampak.

5. DiantaraPasal6danPasal7disisipkan3(tiga)pasal,yakniPasal6A,Pasal
6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal6A
(1) BesarantingkatmutupelayanantenagalistrikuntukindikatorL
ama Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a ditetapkan 1 (satu) jam per bulan

(2) Menteri  melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan
besaran tingkat
mutupelayanantenagalistrikuntukindikatorLamaGangguanse
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan:

a. Kondisigeografis;dan/atau

b. Kondisijaringaneksisting
(3) DalamhalLamaGangguandiatasbesarantingkatmutupelaya
nan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), Konsumen berhak memperoleh Kompensasi.



(4) Kompensasisebagaimanadimaksudpadaayat(3)diberikande

ngan ketentuan:

a.

50% (lima puluh persen) dari biaya beban atau
rekening
minimumapabilaLamaGangguansampaidengan2(
dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan
tenaga listrik;

75%(tujuhpuluhlimapersen)daribiayabebanataureken
ing minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2
(dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam di atas
besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;

100% (seratus persen) dari biaya beban atau
rekening
minimumapabilaLamaGangguanlebihdari4(empat)j
am
sampaidengan8(delapan)jamdiatasbesarantingkatm

utu pelayanan tenaga listrik;

100% (seratus persen) dari biaya beban atau
rekening
minimumapabilaLamaGangguanlebihdari4(empat)j
am
sampaidengan8(delapan)jamdiatasbesarantingkatm
utu pelayanan tenaga listrik;

300% (tiga ratus persen) dari biaya beban atau
rekening
minimumapabilaLamaGangguanlebihdaril6(enambe
las) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam di atas

besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atas



f. 500% (lima ratus persen) dari biaya beban atau
rekening minimum apabila Lama Gangguan
lebih dari 40 (empat
puluh)jamdiatasbesarantingkatmutupelayananten

aga listrik.

Pasal6B

KompensasikepadaKonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal6 ayat

(2)huruf b sampai denganhuruf fdiberikan sebesar:

a.

1)

)

©)

35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau
rekening
minimumuntukKonsumenpadagolongantarifyangdiken
akan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment);
atau
20%(duapuluhpersen)daribiayabebanataurekeningminim
um untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak
dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non-tariff

adjustment).

Pasal6C
UntukKonsumenpadaTarifTenagaL.istrikPrabayar,Kompe
nsasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal
6B disetarakan dengan Kompensasi untuk Konsumen
pada Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya

Tersambung yang sama

KompensasisebagaimanadimaksuddalamPasal6 AdanPasa
I6B diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian

token tenaga listrik prabayar pada bulan selanjutnya.

KetentuanKompensasisebagaimanadimaksuddalamPasal6

Adan Pasal 6B dikecualikan untuk Konsumen layanan



(4)

(®)

khusus.

PTPLN(Persero)wajibmelaporkanrealisasitingkatmutupelaya
nan tenaga listrik dan pelaksanaan Kompensasi secara
tertulis setiap triwulan kepada Direktur Jenderal paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

Sumberdatapelaporanrealisasitingkatmutupelayanantenagalis
trik
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)menggunakanhasilpenguk
uran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).

6. KetentuanPasal7diubah sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal7

(1) PTPLN(Persero)dibebaskandarikewajibanpemberianKompe

nsasi kepada Konsumen untuk indikator Lama Gangguan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan

jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf b dalam hal:

a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pem
eliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi

ketenagalistrikan;

b. Terjadigangguanpadainstalasiketenagalistrikanyang
bukan karena kelalaian PT PLN (Persero);

c. Terjadikeadaanyangsecarateknisberpotensimembaha

yakan keselamatan umum; dan/atau

d. Untukkepentinganpenyidikansesuaidenganketentuanpera

turan perundang-undangan.

(2) PTPLN(Persero)harusmemberitahukanpelaksanaanpeke

rjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

10



kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat)
jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga
listrik.

7. Ketentuanayat(1)Pasal8diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal8

(1) PTPLN(Persero)dibebaskandarikewajibanpemberianKompe
nsasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6A dan Pasal 6B dalam hal terjadi sebab kahar.

(2) Sebabkaharsebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakanse
bab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi
kekacauan umum, huruhara, sabotase, kerusuhan,
demonstrasi dengankekerasan, pemogokan, kebakaran,
banjir, tanah longsor, gempa
bumi,akibatkecelakaan,bencanaalamlainnya,atauperintahin

stansi yang berwenang.?

b. Biayatariflistrikprabayar

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan
bahwa tarif listrik per kWh (killowat hour) bagi pelanggan nonsubsidi
selama mei 2024
hargatariflistrikbulanmeiyangmasihsamadengansebelumnya,dilakukanuntu
k menjaga daya beli masyarakat. Sebagai informasi tarif listrik bagi
golongan pelanggan non subsidi dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan,
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor realisasi indikator makro ekonomi

seperti kurs dollar Amerika, Indonesia Crude Price (ICP), inflasi, dan

3Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ‘Peraturan Menteri Energi

Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu
Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)’, (2019)
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harga patokan batubara.

Dikutip dari halaman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN),

harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan non subsidi yang berlaku

selama bulan mei 2024 sebagai berikut:

a)

b)

d)

9)

h)

Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil
(R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik pr KWh reguler
dan prabayar Rp 1.352.

Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil
(R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh
reguler dan prabayar Rp 1.444,70.

Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil
(R-1/TR) dengan daya 2.200 VA, tarif listrik per kWh
reguler dan prabayar Rp 1.444,70 per kWh

Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga
menengah (R- 2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif
listrik per KWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar
(R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per
KWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-
2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik
per KWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70.

Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah
sedang (P- 1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA,
tarif listrik per kwWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan
umum (P- 3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik

12



per KWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, pemerintah tetap memberikan subsidi listrik bagi
pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang termasuk ke dalam 25
golongan pelanggan bersubsidi. Tak hanya bagi pelanggan non subsidi,
golongan pelanggan listrik bersubsidi juga tak mengalami perubahan
harga tarif listrik.

Adapun tarif listrik prabayar untuk sektor rumah tangga pada mei
2024 sebagai berikut:

a) Pelangganrumahtanggadaya450VoltAmpere(VA)bersubsidi
sebesar Rp 415 per kWh.

b) Pelanggan rumah tangga daya900 VAbersubsidi sebesarRp
605 per kWh.

c) Pelangganrumahtanggadaya900VARTM(RumahTangga
Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh.

d) Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar
1.444,70 per KWh.

e) Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp
1.699,53 per kwh.*

Dalam hukum Islam gharar adalah jual beli yang tidak memenubhi
perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak
diketahui harganya, barangnya, keselamatanya, kondisi barang, waktu
memperbolehnya. Dengan demikian jual beli yang mengandung unsur

gharar berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu

*Rincian Tarif Listrik perkKWh Berlaku Mei 2024 Diusulkan Demokrat Maju (2024),

1-8.
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juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Berdasarkan fenomena diatas penelitian ingin membahas tentang

kebijakan program yang diluncurkan oleh PT. PLN sehingga dapat

ditentukan judul penelitian yaitu : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Pemotongan Pengisian Daya Listrik Prabayar (Studi Kasus

PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare)

B. Rumusan Masalah

Darilatarbelakangdiataspenulisdapatmemunculkanrumusanmasalahyaitu:
BagaimanaProsedurPemotongandalampengisianlistrikprabayar?
BagaimanaPerlindunganHukumbagiKonsumenpenggunaanjasalistrikpr
abayar?

BagaimanaTinjauanHukumlslamMengenaiPemotonganPengisianListri

kPrabayar?

C. TujuanPenelitian

1.

Untuk mengetahui prosedur pemotongan dalam pengisian Listrik
Prabayar PT. PLN (Persero)
Untuk  mengetahui  perlindungan Hukum  bagi  Konsumen

penggunajasalListrik Prabayar

UntukmengetahuiTinjauanHukumlslammengenaipemotonganpengisia
n Listrik Prabayar

D. KegunaanPenelitian

ManfaatPenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.

KegunaanToritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu
pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pemotongan
pengisian listrik prabayar di Kecamatan Ujung Kota Parepare.
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi penelitian

sejenisnya sehingga mampu menghasilkan penelitian- penelitian yang



mendalam.
2. Kegunaanpraktis
a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses
pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam
disiplin ilmu yang penulis tekuni
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikrian bagi
pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemotongan listrik

prabayar
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BAB Il
TINJAUNPUSTAKA

A. Sejarah Singkat Perusahaan
Masyarakat kota Parepare sudah menikmati listrik sejak zaman pendudukan

Belanda, yang bermula sejak dibangunnya pusat listrik tenaga diesel (PLTD) oleh NV
MEPB ( NV Maschappijtot exploitatie VVan Plaslijke Bedrijven) pada akhir tahun
1930. NV MEPB sendiri, didirikan pada tanggal 19 september 1930 oleh pemerintah

Belanda yang berkantor pusat di jalan Kenari No. 2 Makassar.

NV MEPB membawahi 8 (delapan) unit cabang yang terbesar di daerah,
mengelola industri (pabrik) es dan usaha kelistrikan. PLTD yang dibangun oleh NV
MEPB tersebut berlokasi diujung Sabbang Parepare (lokasi kantor ranting
Mattirotasi), dengan mesin disel MAN berkapasitas daya terpasang 5 x 90 kw, untuk
kebutuhan tenaga pabrik es dan penerangan bagi masyarakat sekitarnya. Untuk
melayani kebutuhan pelanggan yang semula berjumlah 75 pelanggan digunakan
jaringan distribusi bertiang kayu dengan tegangan 127/220 volt. Sehubungan dengan
permintaan masyarakat akan tenaga listrik, dan pertambahan pelanggan listrik kota
Parepare, serta untuk memasok tenaga listrik ke kota Pinrang dan bagi pembangunan
PLTA Sawitto, maka daya terpasang PLTD Ujung Sabbang Parepare ditingkatkan.
Penyaluran tenaga listrik dari PLTD ujung Sabbang Parepare ke kota Pinrang dan

Sawitto, menggunakan konstruksi tiang kayu besi dengan tegangan 15.000 volt.

Pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, NV MEPB diambil alih
pengelolaannya oleh pemerintah Jepang dan namanya dirubah menjadi NHKK
(Nippon Hatsusoden Kabusiki kaisha). Selama pemerintahan Jepang menguasai
kelistrikan di Parepare, tidak terdapat penambahan kapasitas pembangkit, baik untuk

kebutuhan industri es, maupun untuk kebutuhan peneranagan bagi masyarakat.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. NHKK diambil alih oleh
kembali oleh pemerintahan Belanda dan namanya diganti menjadi NV MPS, yang

selanjutnya setelah penyerahan kedaulatan secara penuh NV MPS dirasionalisasi dan
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diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan namanya berubah menjadi PT.MPS

(Perseroan Terbatas Maskapai Perusahaan Setempat).

Sistem penyaluran tenaga listrik yang disuplai dan PLTD Soreang Parepare
dengan tegangan 6000 volt dan dari PLTD Sawitto Pinrang dengan tegangan 15.000
Volt menggunakan tiang konstruksi kayu besi 2 jalur melalui gardu hubung Ujung
Sabbang Parepare. Gardu hubung Ujung Sabbang, tenaga listrik didistribusikan
dalam kota Parepare dengan tegangan 6.000 volt dan 15.000 volt menggunakan kabel
tanah, sedangkan untuk daerah selatan kota, dengan saluran udara berketegangan
3.000 volt.

Pada tahun 1961, PT MPS dialihkan pengelolaannya kepada daerah tingkat
sehingga Badan Hukumnya dirubah menjadi PD MPS (Perusahaan Daerah Maskapai
Perusahaan Setempat). Pada tahun 1965 sesuai tuntutan unit-unit cabang dan kondisi
saat itu, PD MPS dirubah menjadi PD PLSS (Perusahaan Daerah Perusahaan Listrik
Sulawesi Selatan)yang bidang usahanya khusus kelistrikan. Pada tahun 1967, PD
PLSS membentuk unit-unit cabang di masing-masing daerah tingkat I, dan
kelistrikan di Parepare di serahkan pengelolaannya kepada PT MPS yang merupakan
salah satu Unit-unit usaha PD PLSS dengan wilayah kerja meliputi kota madya
Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupatn Polmas, Kabupaten
Majene, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten TanaToraja, Kabupaten

Luwu, Kabupaten Bone.

Pada tanggal 1 April 1977, PD MPS dilikwidasi dan usaha kelistrikan di
Sulselbar dialihkan sepenuhnya kepada Perum Listrik Negara (PLN) wilayah VIII
yang merupakan satu-satunya BUMN yang usahanya bidang kelistrikan. Parepare
menjadi unit cabang PLN yang membawahi beberapa unit ranting dengan jumlah

pelanggan sebanyak 9.000 pelanggan.®

SParepare Kelistrikan and Parepare Dari, ‘MR-7",(2019), 7-9.



18

1. Visi dan Misi PT PLN UP 3 Parepare
Visi PT.PLN (Persero):
Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk
Solusi Energi
Misi :
a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidan lain yang terkait, beriorentasi
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemgang saham.

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan

ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
Motto :

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan
umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan
dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam
rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip
perseroan Terbatas.

. TinjauanPenelitian Relevan
PenelitianTerdahulusangatpenting sebagaidasar
penyusunanpenelitianini, agar membedakan penelitian dengan penelitian

sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Rhamdani, dalam sebuah artikel
yang
berjudulAsianElectricityReforminHistoricalPerspective,dijelaskanbahw
aawal perkembangan sektor kelistrikan didunia dimulai sejak tahun
1950-an. Sebelum reformasi listrik sekitar tahun 1950-1990, ketentuan

listrik pada Negara berkembang Asia merupakan kegiatan yang



didominasi oleh Negara, ini dikarenakan peran sentral listrik dalam
industrialisasi dan standar hidup modern membuat elektrifikasi menjadi
hal yang prioritas bagi setiap pemerintahan Negara. Disamping itu,
listrik juga memainkan peran penting dalam ideologi Nasional, yang
melambangkan tipe hubungan sosial antar Negara dan warganya.
Sejarah kelistrikan di Asia juga terjalin erat dengan agenda perang
dingin Negara adidaya. Negara-Negara berkembang Asia pada periode
pasca perang, pasca kolonial mengacu pada industri listrik di AS dan
Uni Soviet terkait standar teknologi dan layanan, serta model

organisasi industri dan percepatan elektrifikasi Nasional.®

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Noveliasari, Rianitami Njatrijani,
dan Herni Widanarti, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa
Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) di Kota Semarang.”
Mengatakan bahwa listrik pascabayar merupakan layanan listrik
sebelum adanya listrik prabayar, sedangkan listrik prabayar merupakan
inovasi baru yang diberikan PLN bagi pelanggan listrik. Listrik
pascabayar dan listrik prabayar dalam penerapannya terhadap
perbedaan mulaidari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus
kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan masing-
masing layanan listrik tersebut.
Tetapidalampenerapannyapelayananpenambahandayalistrikmasihkuran
g memuaskan karena apabila pelanggan listrik pascabayar ingin
menambah daya listrik tetapi masih ingin tetap menggunakan
pascabayar maka pelanggan harus menambah daya sesuai dengan batas

yang telah ditentukan tetapi jika dibawah batas yang telah ditentukan

®Prima Rhamadani,”Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT.PLN Sebagai Teknik Pencegahan
Pencurian Listrik Secara Situasional.”universitas Indonesia, (2020). 1.



harus menggunakan listrik prabayar.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permata Sari, dengan judul
“Sistem perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar (LPB) Untuk
Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN (Persero) Area Palembang.”
Mengatakan bahwa PT. PLN saat ini melakukan pembatasan pembelian
pulsa listrik (token). Hal ini untuk menghindari pelanggan listrik
prabayar menimbun pulsa listrik. PLN membatasi pembelian maksimal
pulsa tiap golongan 720 jam perbulan. KWh meter prabayar merupakan
alat pengukur daya listrik yang menggunakan sistem pulsa. Untuk
mendapatkan besar kWh vyang kita inginkan, dapat kita hitung
menggunakan komponen tarif/lbiaya yang meliputi biaya pajak
penerangan jalan (PPJ), Biaya Materai, Administrasi Operator
(Bank,Koperasi,dll), serta tarif dasar listrik sesuai dengan daya yang
kita gunakan. Dengan ini pelanggan diuntungkan karena lebih mudah
mengendalikan pemakaian listrik, pembelian token dapat disesuaikan
dengan anggaran belanja dan tidak terkena biaya keterlambatan serta
privasi pelanggan lebih terjaga.®

Pemaparan ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan
penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai
dalam objek kajian penelitian mengenai listrik. Penelitian yang akan
dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang
membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum islam terhadap

pemotongan pengisian listrik prabayar.

" Hemi Widanarti Ndaru Noveliasari, Rinitami Njatrijani,”Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT.PLN
(Persero) Di Kota Malang” Ponegoro Law Jurnal Vol. 5 (2020): 10-11

8DewiPermataSari,Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar Untuk
Pelanggan Daya 900 VT PT. PLN Area Palembang” Jurnal Teliska, Vol. 5, No 2 (Mei
2020): 53-50
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C. TinjauanTeori
1. PerjanjianPenggunaanListrikPrabayar

PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi
kuasa Ketenagalistrikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-
Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas
utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi
sebesarbesarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan
tujuan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 vyaitu ikut
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta dibarengi
dengan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatandi bidang
usaha dan kegiatan ekonomi maka kebutuhan akan tenaga listrik harus
tersedia dan perlu ditingkatkan agar dapat menyediakan tenaga listrik

yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang
ketenagalistrikan, menjadikan PT. PLN sebagai salah satu ujung
tombak pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke
waktu, maka dari itu PT. PLN dalam hal ini berperan penting dalam
hal pengadaan listrik dengan kualitas yang baik dengan segala
indikator sesuai harapan pelanggan pada umumnya dan juga kepada
peningkatan adminsitrasi pelayanan pelanggan.

PT.PLN(Persero)
UP3PareparemerupakansalahsatuunitPLNWilayah VIII yang memiliki
tugas operasional dan pelayanan penyediaan tenaga listrik di wilayah
Parepare. Penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) UP3
Parepare diikat dengan perjanjian. Munir Fuady menyebutkan
bahwaperjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu



perikatan merupakan
hubunganhukumantaraduaorangatauduapihak,berdasarkanmanapihaky
ang satu berhak menuntut hak dari pihak yang lainnya, dan pihak yang

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutannya.®

Menurut Salim HS, menyebutkan kontrak menurut namanya
dibagi menjadi dua yaitu kontrak Nominaat (bernama) dan kontrak
Inominaat (tidak bernama). Kontrak Nominaat (bernama) merupakan
kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdata seperti sewa menyewa
sedangkan kontrak Inominat (tidak bernama) adalah kontrak yang
timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan
pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak
dan kewajiban dipihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana
hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain
terdapat dua perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata
memuat terkait syarat-syarat perjanjian itu sendiri yaitu: 1. Sepakat
mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.*°

Perjanjiandibuatolehbeberapapihakyangmembuatkesepakatandana
tau dianggap telah bersepakat, maka dari itu hukum mengakui hak dan
kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut, perjanjian juga
merupakan peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu
perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.
Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

®Universitas Muhammadiyah Parepare,‘Rekening Listrik Yang Dilakukan Oleh

Konsumen( Studi Kasus Pt . Pln ( Persero ) Up3 Parepare )’,(2023).

lOBySalimH.S,‘Hukum Kontrak:Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak’,Sinar
Grafika,(2021)
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a. BerdasarkanPasal1338
ayat1BW,makamengikatparapihakdanberlaku sebagai Undang-
undang bagi mereka yang membuatnya;

b. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 BW maka tidak dapat ditarik
kembali atau diakhiri oleh salah satu pihak kecuali dengan
persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan
oleh Undang-undang;

c. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 BW, maka harus dilaksanakan
denganitikad baik;

d. Berdasarkan Pasal 1339 BW, maka tidak hanya mengikat hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan
kebiasaan atau Undang-undang;

e. Berdasarkan 1437 BW, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, meskipun tidak
dengan tega dinyatakan, tetapi dianggap dimasukkan kedalam
perjanjian
Pengaturan Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Pelanggan

listrik UP3 Parepare telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik(SPJBTL) dan terdapat pada Pasal 2 yang dimana

berisikan Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik sebelum dilakukan

pemasangan baru kepada konsumen. Adapunsyarat-
syaratyangharusdipenuhiuntukmenjadikonsumenaruslistrik yaitu harus
berdasarkan pada prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pihak PT. PLN akan

meneliti berkas permohonan tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak

dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan apabila calon konsumen
telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan maka pihak

PT. PLN akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak
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pemohon. Adapun persyaratan yang dimaksud telah tercantum pada

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada Pasal 8 tentang

Dokumen Pendukung Perjanjian.!
2. TujuanHukumlslam

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan

kemashalatan manusia dengan menjamin  kebutuhan pokoknya
(dharuriyyah),
kebutuhansekunder(hajiyyah)sertakebutuhanpelengkap(tahsiniyah).Dalam
Wacanaumum,kebutuhandharuriyyahdisebutprimer,kebutuhanhajiyyah

disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.*2

Pada dasarnya pembagian mashlahat berdasarkan kualitas dan
kepentingan  kemaslahatan  adalah  pembagian yang sekaligus
berimplimikasi pada tingkat prioritas maslahat itu sendiri. Para ulama
membagi maslahat berdasarkan kualiatas dan kepentingan kepada tiga
tingkatan, yaitu;*3

a) Al-mahslahah al-dharuriyyah, vyaitu kemaslahatan yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait

dengan dunia maupun akhirat.

b) Al-mashlahah al-hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan
dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar
sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan

dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

YUniversitas Muhammadiyah Parepare, Rekening Listrik Yang Dilakukan Oleh
Konsumen ( Studi Kasus Pt . Pln ( Persero ) Up3 Parepare )’,(2023).

12Rohidin, D., & SH, M. A. Pengantar hukum islam dari semenanjung arabia hingga
di indonesia. Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta. (2019).

13Rusdi,M.A. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 151-168.”Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum,
(2017).h.156
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c) Al-mashlahah al-tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi

kemaslahatan sebelumnya.*

Ajaran sosial dan muamatalat dalam Islam beriorentasi pada tujuan
(magashid, goal oriented), bahkan magashid (tujuan-tujuan) itu menjadi
inti (Shamim) bagi ajaran muamalat. Sehingga prinsip-prinsip yang
mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatanmuamalat pada tingkat
individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh
dalam tata sosial Islam. Magashid syariah merupakan salah satu ajaran
yang dengan sempurna menampilkan universalitas Islam adalah lima buah
jaminan dasar (dharuriyat al khams) yang diberikan Agama Samawi
terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun

secara kelompok. Kelima jaminan dasar yaitu:

a) Jaminanperlindungandankeselamatanagama(hifdzual dini)
b) Jaminanperlindungandankeselamatanfisik wargamasyarakat

daritindakan badani diluar ketentuan hukum (hifdzu al nafsi)

c) Jaminan perlindungan dan kesalamatan keluarga dan keturunan
(hifdzu alnasli)

d) Jaminanperlindungan dan hartabendadan hak milik (hifdzu al maali)
e) Jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual
(hifdzu alagli).t®

Dengan adanya layanan baru PLN vyaitu listrik prabayar

mempermudah pengguna untuk mengatur biaya pemakaiannya, dengan

14Rusdi,M.A.(Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum,15(2), 151-168.”Jurnal Syari’ah Dan Hukum
Diktum,(2017).h.157

M. TholibAlwi,“Aspek Tadlis Pada SistemJual Beli.”Jurnal Ekonomi Dan Perbankan
Vol.2 (2020): 130



demikian pembelian pulsalistrikprabayardapatdilakukandimana saja
pulsayangkitabelimisalnya Rp 50.000 pada saat kita mengisi token
dengan menekan digit angka pada kilometer pulsa yang masuk tidak
sesuai dengan jumlah nominal yang kita beli. Ketidaktahuan tersebut
akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara
tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam
islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari
Gharar (ketidakpastian).

3. Prosedur Penghematan

Penghematan merupakan pola hidup yang mengatur pengeluaran
seefesien mungkin guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hemat disini
tidak sama dengan kikir atau pelit, karena hemat tetap mengeluarkan uang
tetapi tidak berlebihan.Ada juga yang berpendapat hemat itu adalah
sederhana. Karena dengan hidupyang sederhana akan menghindarkan kita

dari pemborosan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penghematan
adalahprosescara,perbuatanmenghemat:pemerintahmenganjurkanpemakai
anlistrik.'®*Menurut ajaran agama Islam hemat adalah suatu yang diwujudkan
dengan perbuatan atau sikap hati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya
untuk ditabung. Islam mengajarkan agar kita hidup hemat tidak berlebih-lebihan
dan tidak bakhil. Orang yang hemat mengeluarkan uang penuh perhitungannya
antara pemasukan dan pengeluaran, antara mana yang perlu dan kurang
dibutuhkan.

Pengehematan yang dimaksud adalah penghematan energi listrik

dan penghematan pengeluaran rumah tangga:

®Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke4

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 490
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a) PenghematanEnergi
Penghematan energi adalah tindakan menggunakan jumlah
penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan
penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh
dengan menggunakan energi yang lebih sedikit, ataupun dengan
mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi.
Penghematan energi adalah unsur sangat dari sebuah kebijakan.
b) PenghematanBiaya
Penghematan biaya adalah sebuah strategi untuk pengeluaran

seefesiensi mungkin untuk masa depan.

c) Pengeluaran
Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk
kewajiban pasa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa
keuntungan jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap,
pengeluaran modal jika dilakukan untuk biaya oprasi pengeluaran itu
disebut pengeluaran operasional biaya tunai disebut untuk mendapatkan

barang, jasa, atau hasil usaha.

4. ProsedurPemotongan

Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam
melaksanakan
suatuwewenangfungsidanoperasional.Pemotonganadalahprosespemisahan
benda padat menjadi 2 atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah
melalui luas bidang permukaan yang kecil.*’

Dalam hal ini masyarakat masih tidak mengetahui mengapa token
listrik mereka tidak sesuai saat mereka terima. Misalnya masyarakat

membeli pulsatoken listrik senilai Rp 100.000 maka kita hanya

7 Anonim,”Pengertian Pemotongan.”(Oktober282019)
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mendapatkan 70,93 kWh, atau saat kita membeli token PLN senilai Rp
300.000 maka kita hanya mendapatkan 213,230 kWh. Pada sistem listrik
pintar (prabayar) pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dahulu untuk
membeli energi listrik yang akan dikomsumsinya. Besar energi listrik
yang telah diberi oleh pelanggan dimasukkan kedalam meter prabayar

yang terpasang dilokasi melalui sistem (token) atau stroom.*®

5. Listrik Pascabayar

Listrik pascabayar adalah sistem pelayanan penjualan tenaga listrik
dimana pelanggan membayar listrik setelah penggunaan. Kelemahan
penggunaan listrik pascabayar.
a) Jikaterlambatmembayar listrikmakaaliranlistrikakandiputus
b) Tidakbisamengontrolpemakaian energilistrik
c) Jika pagar rumah dikunci maka petugas baca meter tidak membaca

pemakaian energi listrik dirumah.*®

Pelanggan listrik pascabayar menggunakan sejumlah arus listrik
yang diperlukan serta digunakan oleh pelanggan layanan listrik pascbayar,
dihitung dengan menggunakan meteran elektronik pascabayar. Setiap
bulannya dilakukan pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan
dan perekaman angka kedudukan meter alat ukur meter kWh, meter
kVArh, meter KVA maksimal pada setiap pelanggan serta pembacaan dan
pencatatan petunjuk skala waktu.
Setelahitumakadatameteryangtelahdicatatdankirimkepadafungsipembuatan
rekening, lalu dilakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan

perbaikan kesalahan pembaca meter, melakukan laporan sesuai bidangnya

Amelia,D.R.Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi
pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang) (UIN Raden Intan Lampung). (2018). h.4

®Nurul Janahti,” Analisi Penerimaan Pembayaran Listrik Paska Bayar Dan Prabayar
Terhadap Pendapatan PT. PLN Di Ngawi,” Akuntansi Dan Pendidikan, Vol 2, N. 1 (2019): h.44



dan nantinya akan diterbitkan rekening listrik hasil pemakaian listrik pada
setiap bulannya, dan dilakukan pembayaran diakhir kepada PT. PLN
sesuai dengan pemakaian listrik yang digunakan oleh pelanggan.?
6. DasarHukum
1) PengertianJualBeli
Secara terminologi Figh jual beli disebut dengan al-ba’i yang
berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang
lain. Lafal al- ba’i dalam terminologi Figh terkadang dipakai untuk
pengertian lawannya,yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan
demikian, al-ba imengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual
beli. Maka pada intinya jual bel itu adalah tukar menukar barang. Hal
ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum
digunakan sebagai alat tukar-menukar barang yaitu dngan sistem barter
yang dalam terminologi Figh disebut dengan ba’i a/-mugayyadah
2) RukunJual Beli
Rukunjual beliada3 yaitu:
a) Pelakutransaksi,yaitu penjualdanpembeli
b) Objektransaksi,yaituhargadanbarang
c) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah

pihakyang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi
Menurutkomplimasihukum ekonomisyariah,unsur jualbeli ada3 yaitu:
a) Pihak-pihakyangterkaitdalamperjanjianjualbeliterdiridaripenjual,
pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang
tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak,

“Surianti Asriadi,‘Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan
Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)’ (STAIN
Parepare, 2019).h.11
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dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat,

ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Adaduabentukakad, yaitu

a) Akaddengankata-
kata,dinamakanjugadenganljabKabul.ljabyaitukata- kata yang
diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual berkata “ikan ini saya
jual dengan harga Rp 20.000,” kabul yaitu kata-kata yang
diucapkan kemudian, misalkan pembeli berkata:”barang saya

terima”

b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu athah.
Misalnya pembeli memberikan uang seharga 10.000,- kepada
penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa
terucap kata-katadari kedua belah pihak.

3) HukumJual Beli
a. Al-qur’an

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil al-

Qur.an adalah:

QS An-Nisa Ayat 29

A~ o7
.

G 55183 55 & W) il s €00 135 13l 5 12

220

Or a5y 38 & d &) 2808 1 58 Y 5 38 al 55

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.



Dan janganlah
kamumembunuhdirimu.Sungguh,AllahMahaPenyayangkepadamu.”(Q
S.An-Nisa Ayat 29)”?!

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang
merupakan sarana kehidupan kamu, diantaranya kamu dengan jalan
yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan Syariat, tetapi hendaklah
kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan
kerelaan di antara kamu,kerelaan yang tidak melanggar ketentuan
Agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa,
bahkan terkadang nyawa dipertarunkan untuk memperolehatau
mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah janganlah
kamu membunuh dirimu sendiri atau membunuh orang lain secara tidak
hak
karenaoranglainadalahsamadengankamu,danbilakamumembunuhnyaka

mupunterancamdibunuh.?

a. Adapun dalil sunnah diantaranyaadalah Hadis yang diriwayatkan
dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:”Sesungguhnya jual beli itu
atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling
utama, beliau menjawab:”Usaha seseorang dengan tangannya
sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur; jual beli yang mabrur
adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianati, sedangkan
dusta adalah penyamaran dalam barang dari penglihatan pembeli.

b. Adapun dalil ijma.” Adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya

2’k ementrian Agama Indonesia, Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya
Jakarta:Maghfira Pustaka, (2019).

22Shihab,M. Quraish Shihab, Tafsiral-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-
Qur’an, Vol. IX, Jakarta: Lentera Hati. (2020), h. 411.



jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut.

4) SyaratSahnyaJualBeli

Sesuatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad

lima syarat yaitu:

a)

b)

Saling rela atara kedua belah pihak. Kerelaan diantara kedua belah
pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu
orang telah baliq, berakal, dan mengerti.

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh
kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum
dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka

tidak boleh menjual barang haram seperti khamar dan lain-lain.

Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana
penjual
mengatakan:” AkuJualmobilinikepadamudenganhargayangkitaakan

Sepakatinantinya»?

5) BeberapalualBeliYangSahTapiDilarang

a)

b)
c)

Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga
pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-
mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

Membelibarangyang sudahdibeli oranglainyang masihdalamkhiyar

Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu

ZMardani,Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah Jakarta: Prenada Media
Group,(2019),

101-104

32



33

memberi barangnya sebelum mereka sampai dipasar dan sewaktu
mereka belum mengetahui harga pasar.

d) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga
yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan

barang itu.

e) Menjualsuatubarangyangberubah,tetapikemudiandijadikanalatmak
siat oleh yang membelinya.

f) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada
tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang

ataupun ukurandantimbangan.?*

6) Prinsip-PrinsipJualBeli
Beberapaprinsipyangditerapkandalammelaksanakanjualbeliantaralain,

sebagai berikut;

a. Prisip tauhid
Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan

dalam Al-Qur’an, Salah satu ayat yang menjelaskan adalah sebagai berikut:

fﬁj (Y’) MJ;’ ’jaﬁfﬁ(\') SA.:A‘\”“\’(\)SA‘ "\’}233

(£) 2al 15 A1 &

Terjemahan:

“Katankanlah (Muhammad) “Dia-lah Allah, yang Masa Esa. Allah
adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia
tiada beranak dan tidakpuladipranakkan,
Dantidakadaseorangpunyangsetaradengan Dia”

*gylaiman Rasjid, Figh Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, (2020),284-285



Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan
yang ada dalam Syari’at Islam. Prinsip tauhid membuat manusia
menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki adalah milik
Allah SWT (Quraish Shihab(2009).

Prinsip halal

Prinsip halal berasal dari bahasa Arab dari lafadz halla yang
berarti ”lepas” atau “tidak terikat” dalam kamus istilah fikih, kata
halal di pahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau
dinamakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya
tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. istilah halal biasanya
berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya
makan nasi atau minum air atau juga berhubungan
denganmasalahperbuatanmisal
jualbeliparaulamafikihmengambilkesimpulan bahwa hukum jual
beli itu mubah (boleh).?>Dengan adanya hukum mubah pada jual
belimaka dapat dikatakan bahwa apa yang dihasilkan dari proses

jual beli itu halal untuk dipergunakan.

PrinsipMaslahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum
tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala
tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’ Yyaitu
memelihara agama, jiwa, akal, hartabenda,danketurunan. Secara
sederhana maslahatbisadiartikandengan mengambil manfaat dan
menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan,
keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah

segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral

»Misbahuddin, E-commercedan Hukum Islam Makassar: Alauddin(2019),h.115
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duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan

sosial.?®

Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika
memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta
membawa kebaikan (tayyib)bagi semua aspek secara integral.

c. Prinsipkebebasan transaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan
atau simpulanbaikikatanyangnampak(hissy)maupuntidaknampak
(ma 'nawy).Kamusal-Mawrid, menterjemahkanal-
Aqdsebagaicontractandagreementataukontrakperjanjian.Sedangkana
kadataukontrakmenurut istilah adalah suatu kesepakatan atau
komitmen bersama baik lisan,
isyarat,maupuntulisanantaraduapihakataulebinyangmemiliki
implikasihukumyangmengikatuntukmelaksanakannya.Dalamhukum
Islam Istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya
identik
dandisebutakad.Sehinggadalamhaliniakaddidefinisikansebagaiperte
muan ljab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari
pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukum

pada obyeknya.

Prinsip kebebasan transaksi harus tetap didasari prinsip suka sama
suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang
sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang

yang haram.

ZMursal, Implementasi  Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif
Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.VVolume 1
Nomor 1, Maret (2019)
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D. TINJAUANKONSEPTUAL
1. Listrik Prabayar

Menurut Aip Saripuddin, Listrik adalah energi yang paling banyak
dimanfaatkan manusia. Sedangkan menurut Neti Lim, Yulinda, Fransiska,
dan Susilawati. Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi
manusia atau kebutuhan primer manusia. Listrik adalah sumber energi dan
penerangan. Dimana sumber energi itu: panas, cahaya, tenaga mekanik,
dan tenaga kimia yang mampu menjalankan segala bentuk.?’

Layanan listrik prabayar merupakan layanan listrik di Indonesia yang
programnya mulai meluncurkan oleh pihak PT. PLN sejak april 2010
lalu.Layananlistrikprabayarmerupakanlayananlistrikyangmenekankanpada
duahal penting yang membedakannya dari layanan listrik sebelumnya
(pascabayar) dalam melayani kebutuhan listrik konsumen PT. PLN
(Persero).?

Listrik prabayar merupakan produk terbaru dari PLN, seperti halnya
pengisian pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik
prabayar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli token (vocher listrik isi
ulang) yangterdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui ATM
sejumlah bank atau melalui loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu
20 digit nomor token tadi
dimasukkankedalamkWh(killoWattHours)meterkhususyangdisebutdengan

?’Surianti Asriadi,‘Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan
Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang)’ (STAIN
Parepare, 2019).

®prima Rhamadani,”Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik
Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional.”universitas Indonesia, (2019). 20.



meter prabayar dengan bantuan keypad yang sudah tersedia dimeter
prabayar.
Nantinyalewatlayaryangadadimeterprabayarakandisajikansejumlahinforma
si penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait
dengan penggunaan listriknya.

KWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukurenergi listrik.
Alat ini digunakan oleh perusahaan listrik untuk mendata dan menganalisa

penggunaan energi listrik yang terpakai oleh konsumen.?

a. Keuntungandankekuranganmemakailistrikprabayar
Produk inovasi PLN vyaitu listrik prabayar mempunyai beberapa
keuntungan dan kerugian menggunakan listrik prabayar. Keuntungan

menggunakan listrik prabayar yaitu:

1) Tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Jika
pada listrik pascabayar misalnya untuk pelanggan rumah tangga daya
900 VA dikenakan beban Rp 18.000/bulan ditambah PPJ, sedangkan
pada listrik prabayar beban ini tidak ada. Pada listrik rumah tangga
dengan daya 1300 VA ke atas minimal pemakaian adalah 40 jam dan
bahkan ada yang 55 jam. Kalau tidak dipakai berarti harus bayar
semua ini tidak ada, jadi kalau tidak dipakai walaupun tidak diisi

pulsa tidak apa-apa.

2) kWh meter pada listrik prabayar adalah sistem digital sedangkan pada
listrik pascabayar masih analog. Yang namanya digital tentu lebih

akurat dibandingkan sistem analog.

3) Privasiterjaminsebabtidakakanpernahdikunjungipencatatmetersedang

2Adri Senen,”Sosialosasi Dan Simulasi Perhitungan Perhitungan Listrik
Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan,”JurnalPengabdian Pada
Masyarakat Menerangi Negeri,VVol.1, No (n.d):177



4)

5)

kan PLN pascabayar setiap bulan dikunjungi pencatat meter.

Pemakaian lebih terkontrol dibandingkan PLN pascabayar dimana
dengan menggunakan PLN prabayar kita diarahkan untuk hemat
listrik. Jika pada PLN
pascabayarkitamenggunakanenergilistrikdenganborosmisalnyatelvisi
walaupun tidak ada yang menonton, televisi tetap dihidupkan, kalau
pada PLN prabayarkitatentu akan
mengontrolpemakaiansebabjangansampaipulsahabis. Apalagi kalau
pulsa stroom pada meter listrik prabayar Kita tersisa sedikit maka kita
tentunya akan mengontrol pemakaian misalkan mengurangi lampu
yang menyala saat tidur, mengurangi pemakaian televisi dan lain-
lainya.

Pelanggan listrik prabayar diberi kartu listrik pintar dimana kartu itu
sudah ada tercetak nomor meter pelanggan, hanya dengan
menunjukkan kartu, kita dapat melakukan pembelian pulsa, selain itu
pada kWh meter juga tercatat beberapa nomor meter Kita, selain
nomor meter ada nomor pelanggan atau ID pelanggan seperti pada
listrik pascabayar. Jadi kita tinggal memilih memakai ID pelanggan
atau tidak diberi kartu listrik pintar juga pada kWh listrik pascabayar

umumnya tidak tercatat 1D pelanggan.

b. Adapunkekuranganmenggunakanlistrikprabayar yaitu:

1)

Pada beberapa golongan tarif misalnya tarif rumah tangga daya 450 v
dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan listrik
prabayar. Tetapi kita dapat mengakalinya dengan menggunakan
peralatan listrik yang penting saja. Perlukita ketahui juga bahwa jika
pemakaian listrik anda hampir 100% rata-rata dalam sebulan,
pemakaian pulsa listrik anda tidak akan sampai pada nilai Rp 450.000
(jika PPJ lebih kurang 7%) untuk daya R1/900 VA tentu lebih sedikit
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2)

39

lagi.Pembelian pulsa listrik periodik. Bagi pemakaian listriknya
banyak mungkin akan membeli pulsa listrik lebih dari 1x dalam
sebulan. Tetapi yang lebih jelas jika pemakaian listrik banyak anda
dapat membeli pulsa yang nominal besar, sebab nominal pulsa listrik
yang tersedia dipasaran saat ini adalah
0.000,25.000,30.000,40.000,50.000,75.000,100.000,200.000,300.000,
400.000,500.000, 1.000.000, 2.000.000.

Pulsa habis berarti stroom habis tentu listrik mati, sehingga pelanggan
listrik prabayar ada 2 kemungkinan listriknya mati yakni pemadaman
dari PLN dan pulsa habis. Namun kWh meter prabayar jika sudah
dilengkapi dengan alarm dimana jika kWh sudah menunjukkan nilai
10 kWh maka alarm pada kWh
meter Akanberbunyi.Jikaalarmberbunyisebaiknyasegeramelakukanpe

mbelianpulsa listrik prabayar.*

a. Manfaatyangdiperoleh pelangganpenggunaansistemprabayaradalah:

1)
2)
3)
4)
5)

Pelanggansecaramandirilebihmudahmengendalikanpemakaianlistriknya.
Pelanggandapatmengaturpemakaiansesuaidengananggaranyangdimiliki.
Pelangganterhindardarikesalahanpencatatankedudukanangka meter.
Pelanggandapatmelakukanpembelianisiulang kapansaja

Pengguna baru tidak perlu menyiapkan uang jaminan langganan, atau
uang muka tagihan listrik dan privasi pelanggan terjaga, tidak

terganggu.

b. Biayapemakaian energilistrik

Energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga atau industri di

OViciwati dan Nur Aisyah f. Pulungan,” Analis Kepuasan pelanggan PLN Sesudah

Menjadi Pelanggan Listrik Prabayar.” Jurnal limiah Dan ManajemenBisnis, Vol. 2, No 2
(Juli 2019): 644-646
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suplaidari PLN. Alat ukur yang digunakan adalah kWh meter sehingga
satuan energi listriknya adalah kWh. Satu killowatt hours atau kwh adalah
energi yang diserap oleh alat listrik yang memiliki data satu killowatt

selama satu jam

1kWh =1killowatt x 1 jam
=1.000 wattx 3.600 sekon
=3.600.000wattse
kon Jadi 1 kWh = 3,6
MJ

PLN menerapkan tarif atau biaya energi listrik untuk tiap kWh. Besar
biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tergantung pada jumlah alat, lama
pemakaian dan jumlah hari dalam sebulan. Besar biaya harus dibayar
konsumen listrik setiapbulan adalah.

Biaya=energilistrik =tarifper kWhx lamasehari
Komponenlistrik yangbergunauntukmembatas
ataslistrikyangmengalirmelalui
rangkaianlistrikadalahskring.Skringdapatmencegahterjadinyaaliranatasyan
gberlebihan. Arus yang sangat besar berbahaya untuk rangkaian listrik
karena dapat menimbulkan hubungan singkat. Apabila arus yang
terlampau besar itu tidak terkendali maka dapat menyebabkan
kebakaran.3!

2. Definisi Istilah
Definisiistilahadalahdefinisiyangdidasarkanatassifat-sifattentanghal-

hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi

3'Mirza Setiawan, Instalansi Listrik Dasar, Cet, 11l (Jakarta: Erlangga,2020),42.



istilah menunjukkan pada alat pengambilam data yang tepat digunakan

atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.

1)

2)

3)

4)

5)

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan
pemahaman manusia atas Nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah
untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal
relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. 2
Listrik Prabayar

Listrik Prabayar adalah listrik yang pembayarannya berada diawal,
yaitu dengansistem pulsa,listrik prabayarjuga biasadisebut
denganlistrik pintar.

Listrik Pascabayar

Listrik Pascabayar adalah transaksi pemakaian tenaga listrik yang
menggunakan meteran elektronik pascabayar dengan cara
pembayaran di akhir.

Pemotongan

Pemotongan adalah mengurangi pembayaran atau jumlah yang
diterima yang dilakukan oleh pihak tertentu

PLN

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT.
PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek

kelistrikan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud

dengan

judul

%2Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Social
Jakarta:Penamadani,

(2019).6.
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iniadalah“TinjauanHukumEkonomiSyariahTerhadapPemotonganDayal ist
rik Prabayar (Studi Kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare).

E. KERANGKAPIKIR

Listrik prabayar adalah pembayarannya yang berada di awal dengan
sistem
pulsa,dengansistempulsainilahakandiketahuibagaiamanaprosedurpemoton
gan pengisian listrik prabayar karena masyarakat tidak mengetahui jumlah
nominal tidak sesuai dengan yang dibeli. Dari prosedur pemotongan dapat
diketahui perlindungan hukum bagi konsumen penggunaan listrik
prabayar yang merasa dirugikan dan ditinjau dari Hukum Islam,

pandangan Hukum Islam mengenai pemotongan listrik prabayar.

PRABAYAR

Perjanjian Penggunaan Prosedur

Listrik Prabayar pemotongan

pengisianlistrik

A 4

Tinjauan Hukum Islam

A

Kesimpulan




BAB I

METODEPENELITIAN
A. PendekatandanJenisPenelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana
penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan
diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk

memperoleh kesimpulan.

Pendekatanpenelitianinimenggunakanpendekatanstudikasus,dimanapen
eliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan
kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta
mengumpulkan informasi secara
terincidanmendalamdenganmenggunakanberbagaiprosedurpengumpulandata
Selamaperiodetertentu.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan.
Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi

yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara

dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.33

B. LokasiDanWaktuPenelitian
a. Lokasi Penelitian
LokasiPenelitianadalahdikantorPLNUP3dankalanganmasyarakat

Kecamatan Ujung Kota Parepare.

b. Waktu Penelitian

$7uchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Pres:Cet1:2021,h
87.
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Waktuyangdigunakanpenelitiuntukpenelitianiniakandilaksanakanjika
sudah memenuhi persyaratan seminar proposal/setelah seminar

proposal.

C. Fokus Penelitian
Fokuspenelitianmerupakanfokuskepadaintisaripenelitianyangakan
dilakukan.HaltersebutharusdilakukandengancaraEksplisitagarkedepannya.
Dapat meringankan peneliti ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum
ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi
kasus PLN UP3 Kecamatan Ujung Kota Parepare) yang objeknya utamanya

merupakan pemotongan pengisian listrik prabayar.

D. JenisDanSumberData
Sumberdata yangdikumpulkan dalampenelitian ini yaitu:
a. Dataprimer
Data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek
yang diteliti.3 Datatersebut diperolehmelalui
metodewawancara,observasi secara langsung, sumber data adalah data-

data konsumen PT. PLN (persero) kecematan ujung.

Subyekpenelitian:
i.Karyawan
ii.Masyarakat
b. Data sekunder
Data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: dokumentasi,
laporan, data jumlah pegawai, gambaran umum lokasi penelitian dan

lain-lain.

34Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika: cetl; 2021,h 11.



E. TehnikPengumpulanDanPenglolaanData

Teknik  pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam
penelitiankarena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data tanpa
mengetahuiteknik pengumpulandata. Penulistidakakanpernah

menerimadatayangmemenuhistandar data yang telah ditetapkan.3®
Adapuntehnikyangdigunakandalammengumpulkandatadalaminiantara

lain:
a) Observasi dalam hal ini penelitian mengamati objek yang diteliti yang
ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematik.

b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan
jawaban dari responden dicatat atau direkam. Guna memperoleh data

yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c) Dokumntasi ialah cara pengumpulan data melalui gambaran yang
lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan
proposal skripsi ini. Metode dokumentasi adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagai data yang tersedia

adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya.

2. Tehnikpengolaandata:
a) Editing merupakan kegiatan pengeditan kebenaran dan ketetapan data.
Editing adalah suatu kegiatan pengeditan yang bertujuan
memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah

cukup dan dapat di proses lebih lanjut.

®Fjldza Malahatietal.,“Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai
Metodologi,”JURNAL PENDIDIKAN DASAR 11, no. 2 (2023): 341-48.
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b) Coding. Penelitian membaca dan mengidentifikasi topik penting
seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan Coding terhadap
istilah-istilah atau kata penggunaan kata atau kalimat yang relevan.

c¢) Organizing merupakan menyusun data-data hasil Editing sedemikian
rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data
yang telah didapat dipilih untuk di ambil bagian yang diperlukan dalam

penelitian ini.

F. TeknikAnalisisData

Teknik yang digunakanpenulis untuk menganalisis data yang diperoleh
adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi melibatkan penggunaan berbagai
metode pengumpulan data dan analisis data secara bersamaan
dalampenelitian, seperti penggunaan informasi sebagai alat untuk menguji
validitas dan menganalisis hasil
penelitian.Informasiyangdiperolehpenulismelaluiobservasidapatdianggaplebi
hakurat apabiladigunakan tambahan wawancara dan bahan dokumenter untuk
memodifikasi keabsahan informasi yangdiperoleh dengan kedua metode

tersebut.3®

Tahapanuntukmenganalisisdatayangdilakukanpenulis yaitu:

a. Penulis akan melakukan kajian teoritis terhadap permasalahan yang
akan dibahas dengan menggunakan sumber data sekunder. Wawancara
informasi rincikemudian dilakukanuntuk memperoleh data terkait
masalah yang sedang dibahas. Selain itu, penulis juga melakukan
observasi partisipan untuk mengumpulkan datalebih lanjut mengenai
permasalahan tersebut. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan

dianalisis.

*Nazil Mumtazal-Mujtahid,“Cross-CulturalCommunication: Viewing The Neo-
Racism Climate In Indonesia In The New Media Era,” Hikmah 17, no. 2 (2023): 239-54.
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b. Penulis kemudian melakukan uji silang data hasil kajian teori,
wawancara, dan studi observasi untuk memastikan tidak terdapat
informasi atau data yang bertentangan antara hasil kajian teori,
wawancara, dan studi observasi.

c. Menelaah informasi sebelumnya, terutama informasi dari sumber lain,
seperti data sekunder yang diperoleh. Penulis kemudian menggunakan
bukti dokumenter yang diperoleh dari partisipan untuk mengoreksi
keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan
studi observasional.

d. Diskusi didasarkan pada penolakan terhadap informasi yang kurang

penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa Listrik Prabayar

Prosedur adalah kegiatan untuk menyelesaikan aktifitas atau metode atau
tahap langkah demi langkah atau menyelesaikan atau memecahkan suatu
masalah. Sedangkan pemotongan adalah proses, cara, atau memisahkan bagian-
bagian sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dari hasil penelitian yang
dilakukan PT. PLN UP3 dari hasil wawancara bagaimana bisa saat kita membeli
token Rp 100.000- apabila dimasukkan ke dalam kilometer hanya sekitar 65.000,
jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa prosedur pemotongan token listrik

yaitu:

Rp 100.000 (pulsa) — pajak penerangan jalan (PPJ)
TDL (Tarif Dasar Listrik)

Contoh:
Beli pulsa Rp 100.000 =100.000 - 0,08

=92.000
jadi  =92.000

1.352
= 68.04 kWh

Berdasarkan contoh diatas 0,08 didapatkan dari pajak penerangan jalan
untuk wilayah Parepare, pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda,
jadi untuk wilayah Parepare mempunyai pajak penerangan lebih sedikit 10%
dibandingkan dengan wilayah lainnya dan untuk tarif dasar listrik disesuaikan
dengan daya yang digunakan, apakah daya yang digunakan dirumah 900 VA
1300 VA dan seterusnya. Daya 900 VA ke bawah tarif dasar listriknya 1.352
dan daya 900 VA ke atas memiliki tarif dasar listrik 1.462, jadi tarif dasar
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listrik disesuaikan dngan daya yang terpasang tiap rumah.

1. Wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN (Persero) UP3 berdasarkan
hasil wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN UP3 yang mengatakan
bahwa:

“Kalau soal pemotongan tidak ada pemotongan pembelian kenapa
ada pemotongan 10% sebenarnya potongan bukan dari PLN itu
pemotongan dari setiap pemerintah daerah (PEMDA) ada namanya
(PPJ) pemotongan penerangan jalanan umum itu 10% tergantung dari
peraturan setiap daerah”®’

Perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu bila ada pemotongan pada saat
kita mengisi token, disini PLN memberitahukan masyarakat agar masyarakat
tidak merasa dirugikan dengan adanya pemotongan tersebut harus ada
kejelasan terlebih dahulu apakah dalam bentuk sosialisasi. Dengan hasil

wawancara dengan sekretaris umum PT. PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Mungkin memang kurangnya sosialisasi, kemungkinan masyarakat
yang baru memasang masih banyak yang tidak tau soal listrik
prabayar*®

Munculnya layanan listrik prabayar dapat membantu masyarakat dalam
mengendalikan listrik di rumahnya sendiri. Keluhan-keluhan masyarakat
selama menggunakan listrik prabayar selalu muncul karena masyarakat baru
mengetahui listrik prabayar ini. Dengan hasil wawancara dengan sekretaris
umum PT. PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Kapan berjalannya listrik prabayar mungkin sejak tahun 2018
sekitar itu antara tahun 2000an”3°

37 Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3), “Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa Listrik

Prabayar” 4 Desember 2024

38 Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3),”Perbedaan pemakain listrik prabayar dan
pascabayar” 4 Desember 2024

39 Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3),”Munculnya listrik prabayar dikalangan
masyarakat” 4 Desember 2024
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Masyarakat sendiri bisa merasakan manfaatnya sendiri mengenai listrik
prabayar ini. Keluhan atau kendala mengenai listrik prabayar ini dirasakan oleh
masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris umum
PT.PLN UP3 menyatakan bahwa:

“Untuk keluhan konsumen untuk sementara ini belum ada untuk
pemakain listrik prabayar biasanya untuk keluhan itu pada saat
pembelian token terkadang token yang sudah dibeli tidak masuk di
Kilometer (Gagal input) sekarang sudah mudah bisa dilapor di
aplikasi”*

2. Wawancara dengan konsumen pelanggan listrik prabayar

Melalui listrik prabayar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri
penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-

masing. Jadi pelanggan prabayar tidak dipikirkan lagi masalah tunggakan.

Adapun dengan hasil wawancara salah satu pelanggan listrik prabayar

Pak Sudirman menyatakan bahwa:

“Seharusnya tidak rumit karena kita bisa mengontrol pemakaian
listriknya kita membeli token/vouchernya sekian dan voucher itu
kita pakai dalam beberapa hari atau seminggulah seumpamanya’*

Kemudian untuk memperjelas lagi tentang pemakaian listrik prabayar

ini dalam wawancara dengan Pak Sudirman menyatakan bahwa:

“Listrik prabayar lebih murah dan saya bisa mengontrol pemakaian
listrik dirumah saya, beda dengan disaat pemakaian pascabayar

lambat sedikit membayar kena denda”

40 Budiman (Sekretaris Umum PT. PLN UP3),”Keluhan-keluhan masyarakat selama
pemakaian listrik prabayar” 4 Desember 2024

41 Sudirman (Pengguna Listrik Prabayar), ’Pemanfaatan Penggunaan Listrik Prabayar” 4
Desember 2024
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Pelanggan yang beralih menggunakan listrik pascabayar karena saat
menggunakan listrik pascabayar tidak dapat mengontrol pemakaian listriknya
dan dibebani dengan denda atau tunggakan rekening listriknya naik setiap
bulannya. Dan pada saat menggunakan listrik prabayar beban yang dirasakan
lebih ringan. Melalui listrik prabayar pelanggan dapat melihat atau memantau

pemakaian listriknya setiap saat.

Saat masyarakat ingin menggunakan listrik, sekarang PLN memberikan
listrik prabayar bukan lagi pascabayar. PLN akan imigrasikan pengguna
pascabayar ke prabayar agar menghindari tunggakan pelanggan pascabayar,
saat masyarakat menggunakan listrik pascabayar lebih banyak masyarakat
yang menunggak karena tidak mampu membayar, setiap produk pada memiliki
kelebihan dan kekurangannya masing-masing, lewat layar yang ada dimeter
prabayar akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa
diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya,

seperti:

a. Informasi jumlah energi listrik (kWh) yang dimasukkan (diinput)
b. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini

c. Jumlah energi listrik yang masih tersisa

Adapun dalam wawancara pengguna listrik pascabayar yang beralih ke

prabayar Ny. Nirmalasari pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya memang tidak tau kalau listrik ini ternyata ada
pemotongan listriknya kalau beli token, disaat pemasangan juga Kita
tidak diberitahukan”2

Kemudian lebih memperjelas lagi bagaiaman sistem awal pemakaian

listrik prabayar dengan hasil wawancara Ny Nirmalasari pernyataan sebagai

42 Nirmalasari (Pengguna Listrik Prabayar), Perbedaan Pemakaian Listrik Prabayar dan
Pascabayar” 4 Desember 2024
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berikut:

“Masalah pemotongan yang saya ketahui itu cuman biaya admin
yang lain tidak tapi semenjak wawancara ini baru saya tau ternyata
pemotongannya itu banyak”

Dengan adanya listrik prabayar masyarakat bisa menghemat pemakaian,
pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya setiap
bulan dan tidak perlu lagi terkait dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.
Dengan menggunakan listrik prabayar pelanggan dapat melakukan pengisian

token dimanapun.

Adapun wawancara dengan salah satu pengguna listrik prabayar Ny Hj

Norma dengan menyatakan bahwa”

“untuk pembelian tokenya kita bisa melalui agen BRI atau konter-
konter terdekat atau lebih gampangnya lagi Kkita bisa membelinya
dengan sistem online saja”*3

Adapun keterangan lebih jelas pemakaian listrik prabayar dengan hasil

wawancara dengan Ny Hj Norma menyatakan sebagai berikut:

“untuk pengeluaran selama memakai token listrik ini tidak menentu
karenakan penggunaan listrik Kkita boros ada juga yang tidak,
tergantung cara Kita memakainya saja kalau boros yah otomatis
banyak kalau tidak yah sedikitlah”

PLN memberikan potongan saat membeli pulsa prabayar karena PLN
sudah ada cara atau sistem pemotongan pulsa prabayar belum lagi kalau kita
membeli di BRI-LINK ada biaya-biaya lain yang harus dibayar seperti sebagai
berikut:

a. Biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Cara menghitung kWh untuk biaya PPJ yang ditetapkan, akan berbeda

3 Hj Norma (Pengguna Listrik Prabayar),”Pemakaian Listrik Prabayar” 4 Desember 2024
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antara satu daerah dengan daerah lainnya, Hal ini di karenakan besarnya
PPJ ini ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan dana PPJ yang
dibayarkan oleh pengguna akan masuk ke dalam kas daerah setempat.
Besarnya ditentukan dari persenan biaya listrik prabayar.

. Biaya Materai

Biaya ini adalah tambahan terhadap pembelian token atau pulsa listrik,
biasanya biaya materai ini di kenakan anda membeli token dengan nilai di
atas 200 ribu rupiah.

. Biaya admin

Biasa administrasi juga berbeda dari satu operator dengan operator lainnya.

Besarnya bervariasi tergantung operator yang bersangkutan.
. Pajak penambahan nilali

Golongan tarif ini tergantung dari nilai golongan listrik yang merujuk pada

golongan listrik yang digunakan.
. Energi dan daya listrik

Listrik merupakan energi vital bagi keberlangsungan aktivitas manusia
baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun dunia industri. Dengan
kata lain energi listrik dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas
dengan manfaat yang sangat besar di mana berbagai peralatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dioperasikan dengan menggunakan energi
listrik. Kegiatan masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Peningkatan kegiatan mendorong peningkatan pengoperasian peralatan
dengan tenaga listrik. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
selanjutnya disebut sebagai PLN merupakan perusahaan penyedia energi

listrik bagi pelanggan.

4. Daya listrik PLN

Dari sisi pelanggan PLN, dengan adanya listrik pintar (Prabayar),
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membuat pemilihan daya listrik dan tipe pelanggan makin bervariasi,
sehingga menuntut untuk calon pelanggan atau pelanggan lama PLN untuk
bisa menentukan daya listrik sesuai kebutuhan dan karakteristrik rumah
tangga pada saat pemasangan baru maupun penambahan daya.Dari sisi
PLN, perlu adanya sistem yang bisa menentukan daya yang sesuali
karakteristik rumah tangga agar bisa memudahkan dalam mengenal
pelanggan yang layak menerima subsidi listrik dari pemerintah yang di
kriteriakan pada daya 450 VA dan 900 VA agar subsidi tersebut bisa tepat
sasaran.*
5. Tarif PLN Prabayar

Selama ini dalam mengelola transaksi penjualan energi listrik PT. PLN
(Persero) memakai dua sistem penjualan yakni penjualan energi listrik
prabayar dan pascabayar.Energi listrik prabayar bisa dipakai jika customer
telah mengisi token berdasarkan dengan nominal yang diinginkan customer
itu. Token yaitu pulsa listrik isi ulang yang sudah disiapkan oleh PT. PLN
(Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan dengan nilai Rp 20.000 s/d
Rp 1.000.000.Token energi listrik dapat diperoleh pelanggan menggunakan
ATM, loket bank, e-banking, phone banking, serta sms banking. Kelebihan
dari listrik prabayar yaitu:

a. Tidak ada biaya beban

b. Tidak ada uang jaminan langganan (UJL).
c. Tidak ada biaya kterlambatana (BK).

d. Tidak ada sanksi pemutusan.

e. Tidak ada pencatat meter.

4Yudhi Pratama Tanjung, Steven R. Sentinuwo, and Agustinus Jacobus, ‘Penentuan Daya
Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision Tree’, Jurnal Teknik Informatika, 9.1 (2016)



f. Pembayaran berdasarkan penggunaan.®®

B. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa listrik

prabayar

55

Konsumen memiliki hak-haknya yang diatur dalam undang-undang

perlindungan konsumen, vyaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang serta

mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dianjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi,

perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa penyelesaian konsumen secara

patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

dan hak-hak yang diatur dalam Kketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban dari konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan

keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang,

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya

penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.®

Layanan listrik pascabayar dan listrik prabayar dalam penerapannya masih

banyak mendapat keluhan dari masyarakat atau pelanggan listrik. Terhadap

“SHariatin .N A and Sugijanto, ‘Analisis Perhitungan Biaya Tagihan Dan Akuntansi Penjualan

Energi Listrik Pascabayar Dan Prabayar Pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Surabaya Barat’, Journal of Sustainability Business Research, 2.1 (2021), 542-57.

“6Tka Atikah, ‘Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara’, (2020), 273.
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keluhan yang dirasakan konsumen, ia sebagai konsumen mempunyai hak untuk
didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
sebagaimana terdapat dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keluhan-keluhan tersebut disampaikan pelanggan kepada PLN melalui
contact enter 123. Sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PLN
wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan
masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan. Penyelesaian atas keluhan
yang dirasakan pelanggan tersebut dilakukan di PLN.*’

Keberhasilan dalam menjaga integritas produk-produk yang dikomsumsi
oleh umat islam bukan hanya masalah ketentuan syariah semata, namun juga
mencakup dimensi hukum positif yang mengatur proses sertifikasi ini. Sebagai
konsep yang mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan erat dengan
prinsip-prinsip Magashid syariah, yang merupakan tujuan-tujuan dasar dalam
hukum Islam untuk memelihara kepentingan-kepentingan fundamental

masyarakat.*®

Perubahan atas peraturan Menteri ESDM Nomo 33 Tahun 2014 Tanggal 17
November 2014 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya dengan peraturan
Menteri energi dan sumber daya mineral Republik dan biaya, yang terkait
dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan Listrik Negara (persero) yang

terdapat dalam ketentuan bab I1:
Pasal 2

Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (persero)

4’DKK Muhammad Schinggyt Tryan P*, ‘Diponegoro Law Journal’, Serambi Hukum, 6.02 (2015), 1

“8Nurhajijah Zulfa and others, ‘Konsep Magashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran
Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam’, AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics,
1.2 (2023), 79-94



berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:

d.
e.

f.

1)

)

Tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kv);
Tegangan menengah di titik pemakaian dngan satuan kilovolt (kv);
Tegangan rendah di titik pemakaiain dengan satuan volt (v);
Frekunsi di titik pemakaian dengan satuan hertz;

Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumn;

Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumn;

Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan
hari kerja;

Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari
kerja;

Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan
hari kerja;

Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari

kerja;
Kecepatan menaggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;

Kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen;

dan

Waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Pasal 3

PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan
tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan

tempat yang mudah diketahui konsumen untuk setiap awal triwulan.

PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu
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(1)

)

©)

(4)

1)

)

1)

pelayanan tenaga listrik.
Pasal 4

Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan
pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:

a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan ; dan
c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah sampai dengan diterbitkannya sertifikasi Laik Operasi.

Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikecualikan.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Kondisi gografis; dan
b. Kondisi jaringan eksisting.
Pasal 5

Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan
usulan PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender sebelum ditetapkan.
Pasal 6

PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada

konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi
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)

©)

(4)

()

10% (Sepuluh Persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik yang ditetapkan, untuk indikator:

a. Lama gangguan;

b. Jumlah gangguan;

c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
d. Kesalahan pembacaan kWh meter;

e. Waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau

f.  Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sebesar:

a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening
minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan

penysesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjusment): atau

b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum
untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan

penyesuaian tarif tanaga listrik (tarif adjusment).

Untuk konsumen pada tarif tenaga listrik prabayar, pengurangan tagihan
sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan
tagihan konsumen untuk tarif tenaga listrik reguler dengan daya

tersambung yang sama.

Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik

prabayar pada bulan berikutnya.

PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu
pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik

setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30
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(6)

(1)

)

©)

(tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan

aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).
Pasal 7

PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan
tagihan listrik kepada konsumen terhadap indikator lama gangguan dan
jumlah gangguan ssbagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan
huruf b, apabila:

a. Diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan,

atau rehabilitas instalasi ketenagalistrikan;

b. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena
kelalaian PT PLN (Persero);

c. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan

keselamatan umum; dan/atau

d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada konsumen paling
lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara

penyediaan tenaga listrik.

Pasal 8

PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan

tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
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(2) apabila terjadi sebab kabar.*®

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemotongan pengisian listrik
prabayar

Hukum Islam juga bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan
kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani,
hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik serta tuntutan hidup
dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai
segi kehidupan, baik muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian
Hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya
memberikan kaidah umum yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia.
Dengan demikian umat Islam dapat menumbuhkan dan mengembangkan proses
ijtihad. Hukum Islam juga bersifat sistematis, dalam artian bahwa hukum Islam
mencerminkan sejumlah aturan yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya

saling berhubungan satu dengan yang lain.°

Dalam Aspek Ketidakjelasandalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong
dalam jual beli gharar, kitab suci Al-Qur’an dengan tegas melarang semua
transaksi bisnis yang mengandung unsur Ketidakjelasan dalam segala bentuk

terhadap pihak lain. Seperti dalam surat Al-An’am: 152.¢

leali s W LS Al YLl ) 5315 ORI 1505

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.”(Al-An’am:

49 Penjelasan Bab Il Tingkat mutu Pelayanan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang

tingkat mutu pelayanan dan biaya yang dngan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara
(Persero)h 4-8

%0 Danil Isnaidi, ciri-ciri utama hukum islam (Medan : 2023)
51 M.Tholib Alwi,”Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Bel,” 2019
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152.)

Ayat ini menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran
dan timbangan. Wa aufil kaila wal mazana bil gisth/dan sempurnakan takaran
dan timbangan adil.Menurut Thahir lbnu Asyar untuk mengisyaratkan bahwa
mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran.
Sebagaimana dipahami dari kata aufu yang berarti sempurnakan, sehingga
perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada
penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukurmasih sangat sederhana.
Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran.
Hanya emas dan perak yang mereka timbang.

Kata al-gisth mengandung maknarasa senang kedua pihak yang bertransaksi,
karena itu bukan sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat
menyenangkan salah satu pihak, yang menganiaya tidak akan senang menerima,
walau sanksi yang adil. Qisth adalah adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah
pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah
pihak, karena itu ayat diatas disamping memerintahkan penyempurnaan bil

gisthbukan sekedar bil adl/dengan adil.>?
T oa¥o e S0 Y - % 25E% - % - X 5 Yo nd .
O3ali 2l gall ) paiSiy JhUlL Gall ) suli Vg

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan
dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian
mengetahuinya.”(QS Al-Bagarah:42).

Maksud dari ayat diatas yaitu janganlah kalian mencampur adukkan sesuatu
yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan

sengaja kalian tuliskan, dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan

52 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah, Cet 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2020).
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janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui.
Jadi, larangan pertama ditujukan kepada sikap merubah dan yang kedua ditujukan
kepada sikap menyembunyikan.®?

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus
berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang
bersangkutan.

Kasus unsur gharar pada pola jual beli pulsa listrik (token) ini seperti pada
saat pembelian pulsa pada listrik yang 50 kWh dengan harga Rp 52.000, akan
tetapi nominal kWh hanya 31 kWh. Kasus lain pembelian pulsa listrik yang 200
kWh dngan harga Rp 203.000, akan tetapi nominal kWh yang masuk 133.90
kWh. Begitu pula dengan pembelian-pembelian pulsa listrik dengan nominal kWh
lainnya, tidak ada kejelasan nominal kwWh yang akan diterima oleh pembeli. Hal
ini yang membuat pembeli atau konsumen merasa dirugikan pada saat membeli

pulsa listrik.

Mekanisme pembelian pulsa listrik semacam ini dilakukan dengan cara
pembeli memberikan kode/seri token kepada penjual/agen pulsa listrik, kemudian
penjual memberikan kode/seri pulsa token kepada pembeli. Pembeli yang ingin
membeli pulsa listrik (token) memberikan nomor seri token kepada penjual
(konter/distributor), kemudian penjual memberikan nomor seri pulsa listrik
tersebut dan nomor seri tersebut diinput oleh pembeli ke kWh yang ia miliki. Pada
saat pengimputan inilah pembeli baru mengetahui jumlah nominal kWh pada saat
akad transaksi jual beli terjadi. Keadaan ini, pihak pembeli merasakan tindakan
kezaliman dengan merasa dirugikan karena tidakmengetahui dari awal jumlah
nominal volume barang atau nominal kWh yang akan diterimanya. Karena dalam
transaksi ini adanya ketidakjelasan (gharar) mengenai nominal pulsa listrik

(token) dalam bentuk kWh yang diterima oleh masyarakat sebagai pembeli.

3 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet Il (Semarang: CV Toha Putra Semarang)
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Dalam aspek jual beli, Islam melarang adanya aspek gharar(ketidakjelasan),
karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan oleh sebab
itu, sistem transaksi jual beli dalam Islam menginginkan transparansi dalam jual
beli. Artinya mulai dari spesifikasi barang yang dijual harus jelas, nominal harga
dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli.>*

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli gharar dalam ekonomi Islam.
a. Faktorkuantitas

Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan
akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini
terjadi ketidak pastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena
memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, hargannya Rp X.
Bila panennya 50 kg, harganya Rp X pula, dan jika tidak panen maka
harganya juga Rp X.

b. Faktor kualitas

Contoh dalam gharar dalam kualitas adalah sorang peternak yang jual anak
sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi
ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan
bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan
spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti akan
lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si

pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
c. Faktor harga

Harga gharar adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan
akan memberikan pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20%
atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi

murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun’ maka barulah tidak

% M.Tholib Alwi,”Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Bel,”135-136
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terjadi gharar.
d. Faktor waktu penyerahan

Gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang
hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini
terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan
pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan

kembali.>®
2. Gharar

Gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur
ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak
yang dirugikan. Sehingga dampak yang timbul dari perbuatan gharar adalah dapat
diciptakan ketidak adilan (zulm) oleh karena itu gharar menjadi transaksi yang
dilarang dalam Islam. Al-Qur’an juga sangat menolak bahwa pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi keuangan tidak memiliki pembenaran atas ketidakadilan

dan penindasan.

Adapun beberapa gharar yang terjadi dalam obyek akad dan akan

mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian, yaitu:

a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu

terjadinya akad, baik obyek itu sudah ada maupun belum ada.
b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual
c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa
d. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
e. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad

f. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuainnya dengan yang ditentukan

%SFitrah Ramadhan, ‘Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di’, Journal of Sharia and
Law, 2.3 (2023), 724-44.
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dalam transaksi.

g. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau
dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang di transaksi.®

Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak semua yang tidak transparan dalam jual
beli dilarang, sebab sebagai barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran,
misalnya orang membeli sebuah rumabh, tentu ia tidak bisa melihat scara detail

pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada ditemboknya.

Ditinjau dari isi kandungannya, jual beli gharar terbagi menjadi:

a. Barang transaksi, yang tidak ada dan diyakini tidak bisa didapatkan,

b. Jual beli (gharar) yang tidak mungkin diserah terimakan,

c. Menjual barang yang tidak diketahui baik kualitas, maupun kuantitasnya,
d. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.®’

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya peserta asuransi,
pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi,
kapan musibah akan menimpanya, apakah minggu depan atau tahun depan. Ini

adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) semata.

Inilah yang disebut gharar ‘ketidakjelasan’ yang dilarang dalam Islam.
Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah
pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat

sahnya jual beli, yang tanpannya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

1. Timbangannya yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang

ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang

%6Isu Kontemporer and others, ‘FIX+Jurnal+Zulfahmi,+Nora+Maulana’, 11 (2022), 134-50.

57 Nahdiyah dan Syarif Hidayatullah,”Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di
Instagram” Vol 3, No. 2 (Agustus 2019)
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majhul ‘tidak diketahui ketika dibeli’)
3. Mempunyai tempo yang tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan
diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada
kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur gharar bisa

menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid).>®

D. Tinjuan Hukum Ekonomi Islam Terhadap pemotongan pengisian listrik

prabayar

Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemotongan listrik prabayar melibatkan
analisis terhadap prinsip-prinsip syari’ah yang mengatur transaksi ekonomi,
termasuk keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Berikut adalah

beberapa aspek penting yang perlu di pertimbangkan:
1. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil.
Pemotongan listrik prabayar harus dilakukan dengan cara yang tidak
merugikan konsumen. Jika pemotongan dilakukan tanpa penjelasan yang
jelas atau tanpa persetujuan konsumen, maka hal ini dapat di anggap tidak

adil dan melanggar prinsip syari’ah.
2. Transparansi (Al-Bayan)

Transparansi dalam transaksi adalah hal yang sangat penting dalam hukum
ekonomi Islam. Konsumen harus diberi informasi yang jelas mengenai
biaya yang dikenakan, termasuk potongan yang mungkin terjadi. Jika
pemotongan dilakukan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai alasan

dan dasar hukum dari pemotongan tersebut.

%8 Daina Sari, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam
Ekonomi Islam” 23
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3. Larangan Gharar

Gharar: dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian
(gharar) dilarang. Jika pemotongan listrik prabayar tidak dijelaskan

dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen.
4. Perlindungan konsumen

Hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak
konsumen penyediaan layanan listrik, seperti PT.PLN, harus memastikan
bahwa konsumen dilindungi dari praktik yang merugikan. Ini termasuk
memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya dan potongan

yang berlaku.
5. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki regulasi yang jelas
mengenai pemotongan listrik prabayar. Regulasi ini harus sejalan dengan
prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
Misalnya, peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang

mengatur tentang tarif dan pelayanan listrik.>°

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemotongan listrik prabayar
menunjukkan bahwa praktik ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip
keadilan, transpransi, dan perlindungan hak konusmen. Jika pemotongan dilakukan
dengan cara yang tidak adil atau tidak transparansi, maka hal tersebut dapat dianggap
melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan
untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan sesuai
dengan hukum Islam. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil
manfaat antara satu sama lain dengan jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah tanpa kecurangan dan kebatilan.

*Dea Rizka Amelia, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PULSA TOKEN
LISTRIK (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang) ‘No 3.2 (2018), 91-102.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Prosedur pengisian listrik prabayar dapat diketahui dengan menggunakan

rumus perhitungan dengan cara:

Jumlah nominal (pulsa)-pajak penerangan jalan (PPJ)

Tarif dasar listrik

Pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda, pajak penerangan jalan
untuk wilayah Parepare 10%, tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang
tersambung tiap rumah, apabila daya 900 VA jadi tarif dasar listriknya Rp
1.352/Kwh dan apabila di atas 900 VA tarif dengan daya tersambung

dirumabh.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (persero) sebagai pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum,
sehingga PLN memberikan Undang-Undang perlindungan konsumen yang
merasa dirugikan, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan
dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan
Listrik Negara (persero). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kegiatan

atau pengurangan beban kepada konsumen yang merasa dirugikan.

3. Tinjauan hukum Islam mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar dapat
dikatakan(ketidakjelasan) jumlah nominal kWh tidak dikatakan saat
melakukan transaksi jual beli, jumlah kWh diketahui pada saat melakukan
pengisian dikilometer baru diketahui jumlah kWh yang diterima, sehingga
konsumen merasa dirugikan. Ketidaktahuan masyarakat tentang pemotongan
pembelian listrik prabayar merasa dirugikan karena masyarakat tidak

mengetahui bagaiamana ada pemotongan pengisian pembelian listrik
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prabayar tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibeli.
B. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat mengenai listrik
prabayar terhadap masalah pemotongan pembelian listrik prabayar, dari adanya
sosialisasi masyarakat bisa mengetahui yang sebenarnya supaya tidak ada lagi
keluhan yang terjadi dipihak konsumen. Sebaiknya konsumen lebih berani
memperjuangkan hak-hak mereka yang merasa dilanggar oleh PT. PLN (persero)
dan pihak PLN memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, selain itu petugas
PLN harus lebih memperhatikan keluhan yang dirasakan pelanggan listrik dan
harus menanggapi dengan serius, sehingga keluhan dari pelanggan dapat
diselesaikan dengan cepat.
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